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KEPUTUSAN GUBERNUR 51 MATERA UTAHA

NOMOR 421.5/81
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IZIN OFERASIONAL IREVIS! 1I21N)

GUHERNUHR SUMATERA UTARA
W = Iin % uve a4 0w
Surat Permohonan Kepala SMK Swasta HRI Sarulis Semor o) B/SWK
MK/V/2022 perihal Permohonan Perpanjany Qperasitna .
Berita acara dan instrumen verifikasi lupangnn Revis lein i - e
SME Swasta HH] Sarulla

Surat Edaran Gubernur Sumatera Utars Nomor 503/4459 tangeal 26 Aprd
2019 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Formi (Sekolah Menocngah
Atan, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekoloh Luar Hiasa).

1.

3.

Undang-Undang Republik Indonesin Nomor 20 Tahun 2003 teniang
Sistem Pendidiksn Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Namar 78, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesiz Nomor
4301);
Undﬁ:ng-Undang Republilke Indonesia Nomor 23 Tehun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah [Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2014
Nomor ‘244, Tambahan Lembaran Wegnra Republik Indonesia Nomor
S58T]:
Peraturan Pemerintah Noemor 17 Tahun 2010 tenteng Pengelolaan dan
Penyelenggaraan  Pendidikan Wajib Memiliki Izin Pendirian darn
FPemerintah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomoaor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Womor 5105);
Peraturan Pemeérintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahsn Kedus
Atas Pematuran Pemerintah Nomor 19 Tehun 2005 ientang Siandar
Wesionzl Pendidiken [Lembarsn Negama Reopublik Indonesia Tehun 2015
Nomor 45);
Peraturan Pemerinteh Nomor 5 Tehun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusahs Berbasis Risike [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);
Pergturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Pemutupan Satuan Pendidiken Dasar dan Menengah [Berita Negsra
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
Peraturan Dzersh Sumaters Uters Nomor § tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunsn Perengkat Daerzh Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daersh Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
Emanzn ﬂuh:urm:.r Sumatera Utsra Nomor 3 Tahun 2019 tentan
#as, gsi, Uraian Tugss dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Utara);
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daersh Provinsi
Sumatera Utara Tahun 2020 Nomaor 40).
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Memberikan lzin Operas
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Izin Operasional sebagmimana

ional [Revial lzin) kepadn :

Yayasan Perguruan HKI Resort Pahac Jag

UBUEETDG]E-‘:?E';'
MK Swaste HEI Sarulla

Mampa Periazhaan

NIB
Nema Selkolah
Ji, Pendidikan - gprulln Kee. Pehas Jae

Alamat
Kab. Tapanuli Utara

Bignis dan Manajemen

Bidang Keahlian 1.
g Telenologi Informasl dan Komunikasi

_Akuntansi dan Kepangan
. Manajemen Perkantoran
Telnik Komputer dan Informatika

Program Keahlian

L3 B =

_ Alcuntansi dan Keuangan Lembaga
Otomatisasi dan Tata Kelola Perkanteran

. Telnik Komputer dan Jaringan
dimaksud pada diktum KESATU merupakan

Kompetensi Keahlian

LS =

legalitas Operasional Sekolah.

Sekolah wajib memenuhi ketentuan sehagai berilout:

B

2.
3.

4.

Memelihara muty pendidikan sesuai dengan ketentuan kurilulum yang

berlalo;
Memntuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahu

Kepela Cabang Dinas Pendidikan setempal;
Surat Keputusan ini tidak boleh dialihlan kepada Yayasan/ Penyelenggara

Sakolah aton Badan Swasta Lain,

nan kepada

Keputusan ini mulai berlaku sejak targpal pembubuhan tandatangan digital
yang mengacu pada wakiu server ftime stamp) depgan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaild

sehagaimana mestinya.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

H. FAISAL ARIF NASUTION, 5.Sos, M.51
NIP. 19740202 199303 1 007

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX;

3. Pertinggal.
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